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pada negara Indonesia dalam berbagai bentuknya. Beberapa (
yang sangat fenomenal adalah resistensi yang didasarkan pi

nisistas® dan agama seperti munculnya Gerakan Aceh Merde
Jolak di Riau; keinginan sebag

sahkan diri dari Indonesia;?®
menjadi pintu masuk bagi
Banten, Serang,
membangkitkan

pemberlakuan syariat Islam® so
Sulawesi Selatan, Cirebon;® serta keingina
kembali berbagai kerajaan di Indonesia.
Ketercerabutan bangunan politik Indonesia tersebut secara muo
nonjol ditandai oleh tiga karakter yang saling memotong,

Pertama, adanya penolakan dari sebagian kalangan bangun
Indonesia baik secara teran

g-terangan maupun terselubung terhadap
kehadiran wajah Indonesia yang sekuler (nation-state). Hal ini an
tara lain dapat dibaca pada deretan panjang ceritera te
berontakan (deligitimasi

negara) dalam sejarah Indonesia. Progen
deligitimasi melaluj kasus DI/TTI Kartosuwiryo,3 Kahar Muzakay

di Sulawesi, Daud Baureuh (PRRI) serta masalah Aceh yang sampal
era reformasi ini belum dapat diselesaikan dengan baik oleh banguu
Indonesia. 33
Kedua, penolakan terhadap khasanah tradisj politik yang diam
bil dari Indonesia atau yang dianggap berasal darj Indonesia, un
tuk dijadikan model bagi bangunan politik Indonesia 3
antara lain dapat dilihat dar tidak adanya khasanah
Indonesia yang dominan kemudian dipertahankan dan m
jadi model bagi bangunan politik Indonesia sekarang s

—_—
* Indra J Pilizng, “Dari

Hal tersebut
politik agli
uncul men-

Hal ini ber-
Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik” dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan
Indonesia, SIS, Jakarta, 2003: 223.

Kompas, dalam rubrik Fokus, “Aceh antara GAM dan komoditas Politik” 4 Mei 2003:29,

Kompas, “Semangat Separatisme di Papua”tanggal 25 Februari 2003 hal 6.
"Omnom_i Daerah, Selamat

Datang Syari‘at Islam” dalam Jumal Politik
Muhaimin AG, Islam dalam Binakai i

S8 @ oW

*# Karl D. Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat, Grafiti,
Jakarta, 1990.

% Nazaradin Samsudin, Integrasi Politik di Indones
™ Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bi
I, Abad XVI sampai XJ¥, Yayasan Obor Ind
Kekuasaan Jawa, Pene
% Fachry Ali, Refleksi Pa
fertentu

Fachry Ali, yakni tidak menyetujui bahwa bangun,

ia, Gramedia, Jakarta, 1989, hal 49-90,
na -Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram
onesia, Jakarta, (1985; 97-130). Lihat juga 6. Mudjanto, Konsep
fapannya oleh Raja-raja Mataram, Kanisius, Yogyakarta: 1987, hal. 15-101.

ham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modem, Gramedia, 1986: 150, Dalam derajat
perspektif teoritis yang dipakai dalam kajian ini tidak sejalan den gan perspektif yang ditawarkan oieh
an politik Indonesia modern adalah merupakan pantulan dari
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onlal
da v

ka7 o
ian orang Papua (OPM) untuk maonid
pemaknaan otonomi daerah yang jusiii

perti (|
n untuk

. is, Belanda,®
lain seperti Inggris, .

S negara-negara besar jat tertentu masih
beda d?ﬁ;aysii # dan Thailand, yang dalam (f'lera.J‘;:éIl cxamhop Btk
Jepang; rta,hankan dan memelihara warlsan struktar po-

. e n
mdmpulmemtlt)lk menjadi modal awal untuk me.mt-}lal‘lglilai yang hidup
malia 13; I‘fl‘ yang mendapatkan difungan dar si ?I-Irrllereka tidaklah
litik mode dal tersebut,

; t. Dengan mo R e-
pada komumflziit?;d:iin bisa menghindari atau paling tidak mer
membangun i P

: _proses yang ahistoris. . ; a itu, bangun-
du“%ii%?; ﬁsndmi yang tercerabut dari akar 1:11(1:{1‘12’ Z‘g; ik toropat

2 T karena
iy ia menjadi rapuh an . da bangsa

an p.?ht]k gladgzse;daran hati atas nilai-nilai Yal,lg hidup Efl adam ter-
berpl]ak.paB ngunan politik Indonesia menjadi r?enlfat?em?ung. Hal
[ndonesli;ah‘;(an menjadi proses transisi yang ul?l‘r:an oleh sebagian
cerabutj[ menyimpan bom waktu yang siap dileda o politik negara
tersebu ang termarginalisasi dari l‘ztangl.mab aimana telah
Wd;ga b'znf::sa?{)ut jika kondisi memungkinkan sebag

nesi i . ia.
Indo _kali muncul dalam sejarah Indonesia . fuen mEnEl G-
berkall-_ bahwa sebagian warga bangsa Indonesia % : telah

? . ] > 1e

Kengaan politik Indonesia yang berasal dari Isla?“cha pada peristiwa
del banglll] dalam sejarah Indonesia, misalnya daparcy dalam memilih
dwku;in idang konstituante ketika terjadi perdebat:alll el
dead lock s donesia itu; apakah Pancasila, ISlan,l’ ! tersebut

ia mi . an-
]';i?;esslilesai tetapi masih menywﬂk‘ﬂ[ pegaﬂyaang iengambang-
jal dan disebabkan Olehja"vabanﬂ%wa ny asal 13, ten-
Hee kontra tentang RUU Sisdiknas temktz::a pdidikan aga-
TO— 1

KasUSTI; sekolah formal untuk menyelenggara I;edib aca sebagai
g kewﬁg} -ankan oleh guru yang agamanya sama,’ dapa
ma serta diajar

i implementasi
i itisasi simbol-simbol Jawa, bukan implementasi
jadi h lebih pada politisasi simbo | kan ITemeptas
i i Ja:inra:, yaggtitigsgls:gaerarnya, yang berakibat merugikan bagi ada manip
simbol-simbol Jawa dalam e
pada konsep kekuasaan Jaws. and Democracy A Political Dilemma, Rcutjeg:;i gaﬁl; [I)(;;?1 s
% [y Etzioni- Ha}e'-r)‘i Bur«%‘iﬁ?@mmm of Western Bureaucﬁiqr ? {:]uazw&i\ra e o
N o o ia: Revolusi dari Atas: Jawa s =
i oS Kartodio LP3E 4, hal, 185-212.
e BarmqmgarﬂsmlilganL Snﬂnno I(armdqdllu, LP3ES, {apk;réa1 ;32 Uirs -
s il fan Ftnisitas Perspektif Politik Melayu, i Indonesia. Studi Sosio L egal atas Konstituante
ol Islau}[; 'miI'*vnu'rint.lh.'mKnusmuslnnfﬂfi‘ n( il Islam dan Masalah Kenegaraan Studi
" B'—W\""]Ndm:"::'I.:'\I\U:‘;{"‘."” 118). Lihat juga A, Syahi Mim:ltli)lxlﬂ i
i, Jakarta, : ! o i !
}%gr}g?’zrgl{::?:n Il‘ll i Konstituante, LS, Jakarta: 1 M4, ha
BN TCatUIe At

Llhat Uatd l||‘|] Al H"l' Haha il i ¥ 09 Th ke HH, | 1!]‘-‘“‘){} i SIIUIM K}
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masih tetap hid
dalam “ﬂaI;rah ;lgghy; gandangan yang menolak kehadiran agama (I}
alam derajat yang berbeda dengan penola](: 4
annyi

pada Tslam sebagai ideologi
pada ! €ologl negara atau Piagam Jakarta sebagai dagni

E. Mengambangnya Negara

Untuk rumusan masalah yan

ok . g pertama, tentang bena

- e:fl mjz(;ﬁ:;ge c.r;tgll;f;? Kerangka konseptual tefritik yle;iagha{;crilogfﬂ"
i o et bk
S R s ay 5" Indonesia da i

i 3:1;; 1gg§gfgr~1_nd1kator sebagai berukut; Perfaa;z;i ](liagﬁakfusgﬂ:il
g k?siﬂ l.(e'kuaslaan negara untuk bisa menghegom ai

i Iuegttnmam yang kuat di mata rakyatnya atau Ol]: .
b S A;: negarla_,_ berarti dapat dibaca bahwa ne I:lr:l
o 11 : ntetap1_]1¥<a legitimasi negara lemah. sehj .

emiliki daya terima yang kuat untuk rtleleakllillff:

hegomoni, mak
g a dalam posisi ini i
Sfloating state. p Ini negara memiliki indikator sebagai

' Indikator kedua, dilihat dari kes
baik kekuasaan, kewenangan dan :
gara iFu sendiri, baik kekuasaann
diakui oleh negara saja, sementara i

lokal maupun kek
uwatan politik Is] : )
dan peran LA tidak bisa mengakui k
45 Hegs 3; 2“8 l?leltf:kat pada institusi negara, makzgda ua:t gf;eﬂangan
sar fin harie' L:it me'llgalamiﬂaating state. Atau jugP; ke:vz e
ya diterima oleh sebagaian kekuatan lokal. s dﬂanlg(:n
, 58 anggan

kekuatan Jokal i
yang lain serta kekuata
pat diartikan bahwa negara dalam deraj'l slam menolak, maka juga da-

pihakan flalam memaknai negara
perannya. Jika dalam memaknai ne-
» kewenangan dan perannya hanya
tu elemen-elemen seperti kekuatan

politik Islam da .
pat menerima kewena
ngan serta peran yan
g melekat

Rabiul Awwal, 1424 H, hal §-9.
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tersebut bukan termasuk floating state.
dilihat dari kesesuaian antara visi lokal de-
visietnisdengan visinasional, kesesuaian
visi Islam dengan visi nasional. Jika tidak ada kesesuaian antara visi
lokal, visi etnis, dan visi Islam dengan visi nasional negara, maka dapat
dibaca bahwa negara mengalami floating state. Dengan terjadinya
ketidaksesuaian antara visi nasional negara dengan visi kekunatan
lain yang diwakili oleh visi lokal, etnis, dan Islam, maka berpeluang
besar untuk terjadinya disfungsi institusi negara. Jika institusi negara
mengalami disfungsi, tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang
mendasar seperti; menghadirkan rasa aman, memberikan hak hidup,
melindungi hak milik, maka kehadiran

menjamin kemerdekaan,
negara tidak dirasakan kemanfaatannya. Negara menjadi kehilangan
rasi. Secara lebih konkrit

alasan yang kuat untuk tetap ada dan berope
disfungsi institusi negara tersebut dapat dilihat dari tidak berfungsinya
pemerintahan yang ada sebagai representasi dari institusi negara.
Perspektif lain yang dapat membantu untuk membaca apakah
negara Indonesia mengalami floating state, dapat ditemukan argumen
dasarnya dari dua sisi. Yang pertama dari tinjauan sudut sejarah
terbentuknya negara Indonesia;® keterkaitannya dengan struktur
sosial, sistem pendidikan, hukum yang ada saat negara Indonesia
terbentuk. Dengan model pembacaan seperti ini akan ada peluang
untuk memahami bahwa, sesungguhnya negara Indonesia yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya dilihat
dari sisi struktur sosial yang ada waktu itu; sistem hukumnya, sistem
ekonominya, bahkan ideologi yang ada sudah didisain lebih dahulu
selama beratus-ratus tahun oleh penjajah secara sistemis. Sehingga
ketika merdeka secara politik menjadi tidak banyak memiliki pilihan
kecuali hanya meneruskan rekayasa sosial, politik, ekonomi, peradaban
yang dilakukan oleh penjajah khususnya Belanda.®
Cara yang kedua untuk membuktikan bahwa negara Indonesia
sebagai floating state, ialah dengan melihat bagaimana kerja lembaga
ini serta reaksi penerimaan masyarakat Indonesia, semenjak didiri-
kannya negara Indonesia sampai waktu terakhir yang mungkin untuk

pada negara maka negara
Indikator yang ketiga,
ngan visi nasional, kesesuaian

nesia, (SIS, Jakarta, 1995, hat. 1-40.

7 ihat Bantarto Bandoro, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indo
Jakarta, (1930: 36). Lihat juga H. Aqib

# Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Idonesia Baru, Gramedia,
Suminto, Politik lslam Hindia Belanda, LP3IS, Jakarta, (1983:915).
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BRI

diteliti (1945-2
-20
i SInd [?;;S.ii)e;lnga:] mencermati reaksi berbagai kelom polk
oo . » Ilsalnya
ikatan etnis tertentu, kelomp ya kelompok yang bergabung dalan

‘ ok
dapat diketahui apakah negara Inilgjrrxn clo momperit e
esia memperoleh duku
ngan yauy,

kuat I():Iari kekuatan-kekuatan tersebut, 43
engan m ;
s dikeefl:iﬁ;ln p;nggabungan dua model pembacaan «
: 1 atas, mem i i ( .
o el ' 4 ungkinkan di 5

per lf)k o ﬁz?lnt;]sk alternatif tentang Indonesia sebaga?;%a?:'an S
ntuk 1 as ; f
an kerangka yang orisinil tentang ﬂoatir?g 5:“:'-

state,

sebagaimana telah di
sebutkan; yaitu se
sejarah terbentukn
ya negari

i .
; {;slzrul_(tur sosial yang ada pada saat ity
]:“n‘ ri’sm tentan_g kinerja Institusi yang,
I berkepentingan untuk melakukan

]s;erta tanggapan masyarakat In
ernama Indonesia. Penelitian

pengkajian pada hal tersebut.

F. Struktur Politik Indonesia Baru
Kerangka teoritik untuk membedah

e e : i
konstruk struktur politik Indonesia B permasalahan bagaimanakal

aru, dapat didekati melalui dua

meneruskan . K a yang pertama ad p
proses pel broses menjadi Indonesia yang bely ala'h dengan
pelembagaan yang sejauh mun m selesai. Melalui

dengan kekuatan-kekuatan politik Iaig n dapat melakukan integrasi

g

negara Indonesia. Keku
2 atan tersebut pada intinya dj
oleh kekuatan politik Islam dan kekuafae.ln ;éﬁgiﬁdk‘i}mpmsemaﬂkﬂn
okal.

hilangkan resistensi pada negara In
rena elemen-elemen di luar negara

: mera iliki -
negara Indonesia dan tidak meme sa memiliki terhadap institusi

lihara kecurigaan akan kehilangan

: Eg][lmasl mel nm dl I'd i eg

3 “ II rk F@ Ti J] IIP e Bﬂm MHI MOChIEII Fabﬂmﬂ i, ID‘IE”FE‘ L J‘[i"lasl OIUE BEHU Baya”gﬂ" I(”Sls
ha""}’d il dﬂiam Mﬂ'le]aah bah m l'llk i i : ‘.

Ix) f] kdan ,q[al] Pejne(a k:elll FII at F'l]“ ':]IIIF_‘ IBaIlI, GIEI”E” d, iak.am, “995 3 38)
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hak hidupnya.
Pembahasan dan analisis rumusan permasalahan yang ketiga adalah,
bagaimanakah konstruksi bangunan politik Indonesia Baru yang kokoh
(settlement agreement) memungkinkan untuk mendapatkan dukungan
dari nilai-nilai sosial, budaya, moralitas dan agama di Indonesia?
Kerangka teoritis untuk rumusan ini adalah sebagai berikut; Bahwa
perspektif tentang konsep nation-state (negara kebangsaan Indonesia)
sebagai pilihan yang sudah diprakiekkan oleh bangsa Indonesia (elit
politiknya) melalui keputusan politik BPUKI dan PPKI tahun 1945,
menunjukkan bahwa bangunan po itik yang didasarkan pada gagasan
sekuler nation-state yang pada awalnya merupakan perlawanan pada
dokirin gereja, adalah tidak cocok dan ahistoris dengan kondisi di
Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan negara Indonesia
berdiri dan merdeka, dalam perjalanannya justru telah banyak berhutang
pada strukiur religio politik. Khusus dalam perjuangan meraih
kemerdekaan, Islam memiliki peran yang sangat penting baik dalam

posisinya sebagai simbol perlawanan pada penjajahan yang memang
lam, maupun dalam hal

bertentangan dengan dokirin ajaran agama Is
keterlibatan tokoh-tokoh dari agama Islam dalam sejarah panjang
menggusur penjajah (kaum kafir). Hal inidiperlihatkan dalam perlawanan
lokal terhadap penjajah?s, melalui gerakan modern seperti Partai Sarikat
Islam, MIAI, Partai Masyumi*® (Yusril Thza Mahendra,1999: 240-259).%
Dengan kata lain, bangunan politik yang berakar pada negara
kebangsaan yang gagasan dasarnya diimpor serta dibawa oleh bangsa
penjajah memiliki dilema dan kontradiksi ketika akan dipakai oleh bangsa
yang dijajah, yakni bangsa Indonesia, untuk membangun struktur politik

Theories of the State the Political of liberal Democracy, Macmilan

# Patrick Dunleavy and Brendan O'leary,
State Theory Putting Capitalist States in Their Palee,

Education LTD, London, 1987. Lihat juga Bob Jessop,

Polity Press, British, 1990.
 pzyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIl, Mizan,
Bandung, 1999; 283-293. Mengemukakan bahwa periawanan yang dilakukan untuk mengusir penjajah dari
dipelopori oleh seorang ulama bernama

bumi nusantara telah dipelopori oleh kalangan ulama Islam seperti
Al—Palimbani dengan ajaran Jihadnya, yang ditunjukkan melalui kitab yang ditulisnya dengan judul, Fadha’il

Al-Jihad. Kitab ini yang kemudian menjadi rujukan utama dari Kikayat Perang Sabil yang telah mampu
mengobarkan semangat orang Aceh untuk menentang penjajah Belanda selama bertahun-tahun. Demikian
juga Gerakan Kaum Padri di Minangkabau, yang juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam Tuanku nan Renceh

{Tuanku Imam Bonjol).

# Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Isham di Indonesia, 1900-1942, LP3ES. Jakarta, 1995, hal. 144-179. Juga
fihat Defiar Mocr, Partat Islam di Pentas Politik Nasional, Graliti pers, 1987, hal., 44-98.

4 Yysril hza Mahendra, Moderisme dan Fane Lamentatisme datam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi

dan Jama'at Islami, Paramading, lakarta, 1999 JA0 29
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ketika meraih kemerdekaan. Dilema atau kontradiksi te

1. Asumsi-asumsi yang mendasari berdirinya

di dalamnya terdapat penentangan pada k

dalam wilayah publik (negara). Hal terse

dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seb

Indonesia yang religius, yang tidak pern
terlibatan agama dalam wilayah publik,

Agama sebagai struktur religio politik Islam dalam kenyataan

memiliki peran kesejarahan yang besar dalam mengantarkap

bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Halini dapat diliha|
dari sisi penggunaan simbolnya, nilai-nilai,
maupun tokoh-tokohnya. Ini membawa konse
atas kepemilikan hak untuk ikut mengatur, me
politik Indonesia, "

3. Pembangunan politik dalam kerangka negara kebangsaan
yang mensyaratkan adanya sekularisme, sebagaimana telah
dipraktekkan dalam pemerintahan Orde Baru yang ternyata
berakhir dengan kegagalan, mendapa

tkan resistensi darj
masyarakat Indonesia. Telah menguras banyak energi ba-
ngsa, menimbulkan ketidakstabilan politik, bahkan krisis na-

sional. Kasus GAM, OPM, dan RMS adalah ikon politik yang
menunjukkan adanya resistensi Pada negara nasional tersebut.

rsebut antara ljn,

but bertentangan
agian besar bangu
ah memisahkan ke

kelembagaan,
kuensi sejaraly
ngisi bangunan

Dengan mempertimbangkan konsepsi di atas,
muskan suatu kerangka teoritik tentang bangunan
Baru, yang tidak mengapung di atas nilai-nilaj ya
kembang dalam hati masyarakat Indonesia.

Secara garis besar karakter bang

membumi di hati masyarakat Indo
1.

maka perfu diru-
politik Tndonesia
ng hidup dan ber-

unan politik Indonesia Bary yang
nesia adalah sebagai berikut:
Bangunan politik modern yang tidak membunuh pemikiran
dan khasanah politik yang hidup di Indonesia

Bangunan politik Indonesia baru tidak berangkat dari gagasan
negara sekuler karena bertentangan dengan aspirasi sebagian
besar rakyat Indonesia.

3. Bangunan politik tersebut meru
gasan struktur religio politik de
Saan yang religius.

pakan perpaduan antara ga-
ngan gagasan negara kebang-
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nation-state i
eterlibatan agamy

i i eneliti terdahulu yang
PerSPekt_if temjitii: aslagndgzﬁ;;(gilaﬁiirzam berkaital‘l _flcng:)lz: 1n
- teﬂan}l}ljkn;dlt)loneqia pada umumnya tidak secara kr11t1:.~. n;; "
s L n'«asu;ns; ideologi, serta konteks so's1al j;tgl'rkﬁ;l
PCftanyak_an o ga asan te’ntang negara kebangsaan 1tu d . ;1 i ritig.,
) g;ag'c;at taken for granted dengan perspektit teo -
S bers}bahwa gagasan tentang negara kebangsaar;) -
e mapf—“" dengan nilai-nilai yang hidup dan berkem]iﬁan
e S?S}ldl bangsa Indonesia. Sebagal akibatnya, pene na
i plklmnkati:ﬁls dengan tema negara® (bal.lg'unan 50 ik
tel'dah“l"l e b';rki bias mendalam dengan teori politik bara ‘13; aﬁ
InioriS?;Agl ;1;1;1( memberikan tempat ba%i agfriamd;l::&d\:; ian
ey iti agal untu i
i aﬁzitg:s;)ail;ih?zzgtifls;?;thgdﬁn berkembang pada dirl
memec iy |
bunet In'd'oneSia'S(?car;nzkgflz:;glal:la:lnfnmemﬂiki bias negara ('hn tlli;l;
Anah.sm_?nalmzn}; atkan variabel agama (Islam) slebagalls’;:uw T
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o gl : ang monumental,
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erbed Pe_nafblran ija: kalangan Islam berbeda der}gan E; tfmg
berde:a . Indonfl&:a ciengan pemahaman kalangan elit 'Indo 1311 an
P l?erbedaGp asan nasionalisme (sekuler) dari 3“121 S
e 'kzg kritis terutama pada kalangafl Islam. g
mengm'ldang' S'l I::nerima begitu saja ide nasionalisme untu Enmk
e t'lqak bISd'm akan dalam meraih kemerdekaan maupml: o
i A gilr ain struktur Indonesia setelah merdeka. o
menatjﬂl da‘% m'egkelsl kalangan Islam sebelumnya sn?d.lah n:terr.la'ah
demﬂ“?fﬂ dls'epd akarena sebab-sebab rekayasa dar% I?ﬂjha; per:;]1t ;i|m
e Sendu'l'lyigfbelakangi oleh pertimbangan politik pada Sauntm:
e yan'g'dl \ n nasionalisme beserta tokoh—tokohflya' e
i gagasz:ﬂ esia. Karena lebih mendapatkan angin "(. t
o negaravjlr:l (\)::nLg l;cmudian lebih  berkembang pada saa
kesempatan, gagasan ys
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Untuk membahag
struk bangunan stmkisurr;??ia? ff ermasalahan, bagaimanakah kon
: 10K Indones:

rangka kon : eSiaBar? de sikuti
o qujfiual sebagaimana dikemukakan di gty o mei%]ku“ .

§ er: sorit . agar .
vang mendal da;:]glii t{‘ofms yang orisinil, membutuhianlliz}:::'ml
am as tentang b s g
berakar pada nation-state, asum & bangunan politik Indonesis yany

konteks sosial-pofiti si-asumsi yang melat
sial- Al . arh i
o politik kelahiran, nation-state di Indonesriaelzl;ap?:nyn.

] Jalanan

a dinamika pen

o . :

Penerapan nation-siate di Indonesia. Dengan eksp], |
A eksploray

-State serta kelemahan dan

kelebihann
ya. Dengan cara seperti ;
. Seperti 1tu maka pada tah i
ap berikutnya akan

ol.eh ditumbangkannya
nti dengan rezim baru,
h sesuai dengan tuntutan

rezim lama serta sist

‘ _ ta em politik lama djg.

Z:rta gstem politik barn yang dianggap Ie:id

PIrasit masyarakat, Pr
e - FTOSes penumbangkan struk ifi
e : tur pol

; engan hadirnya proses insﬁtusional?sa::?l; Ilé'ltl;nljI
olitik.

struktur lama tidak diikuti

maka prosgeg demokratiasaj

ses demokratiasj secara fakiual
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acapkali menimbulkan adanya ketidakteraturan (anarkhisme), me-
nurunnya jaminan keamanan, tidak secara cepat adanya bukti-bukti
akan tiba saatnya zaman kesejahteraan. Hal tersebut masih sering di-
perparah oleh adanya persaingan antara elit dengan arogansi politik
yang tinggi, sulit untuk melahirkan konsensus untuk melakukan pro-
ses konsolidasi demokrasi.

Dengan rumusan lain, dapat dinyatakan bahwa proses demo-
kratisasi yang seharusnya diikuti oleh proses konsolidasi demokrasi
acapkali dalam realitas kehidupan politik sulit untuk diwujudkan. Fe-
nomena politik seperti itu dapat mengurangi kepercayaan dan pesona
demokrasi dimata rakyat, bahkan lebih jauh dapat menjerumuskan
negara jatuh dalam posisi floating state, mengapung, dan lemah.
Menghadapi persoalan pelik dan krusial tersebut salah satu jalan ke-
luar yang dapat diusulkan adalah perlunya dirumuskan suatu model
pendidikan politik yang mampu memamadukan antara aspirasi ma-
syarakat serta dinamika global.

Lebih dari itu dituntut hadirnya suatu model pendidikan politik
yang memiliki kekhasan Indonesia (genuine Indonesia)—sejalan de-
ngan cita-cita melakukan indigeousasi ilmu sosia— termasuk dida-
lamnya adalan suatu model pendidikan politik yang merefleksikan
pilai-nilai religius. Pendidikan politik yang mampu mendorong un-
tuk berhasilnya proses ko-integrasi antara negara dengan struktur
religio politik Islam.®? Bukan model pendidikan politik yang hanya
merupakan copy dan derifat dari ideologi sekuler yang bertentangan
dengan ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut
mempertimbangkan kondisi emperis masyarakat Indonesia yang
religius serta adanya aspirasi politik seperti tercermin dari hasil pemilu
sejak Pemilu 1955, 1999, 2004, serta Pemilu 2009, yang menunjukkan

adanya kekuatan riil struktur religio politik yang direpresentasikan
oleh partai-partai politik yang berplatform religius.

dalam 1ssues of Democracy, Constitutionalism
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